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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 97/E/Of2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU POLITIK (S1)
PADA UNIVERSITAS UDAYANA DI DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang pendidikan tinggi a

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan
program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana di
Denpasar, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi llmu
Politik jenjang program Sarjana {S1) pada Universitas Udayana di
Denpasar,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan MNasional tentang
Penyelenggaraan Program Studi llmu Politik jenjang program Sarjana
{51) pada Universitas Udayana di Denpasar.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republix Indonszsia Tahun 2003 Nomor 78.
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Momeor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (L embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan lL.embaran Negara
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indcnesia Momor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tanhun 2010 tentang Pengeiolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan {Lembaran MNegara Republik
indonesia Tahun 20710 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indocnesia Nomor 5157,

3. Peraturan Presiden Republk Indonesia Momor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Organisas) Kementerian Negara,

4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas. dan Fungsi Kementerian Negara serfa Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungst Esslon | Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Momor 67 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Frasiden Momor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan. Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi. Tugas dan Fungs: Eselon | Kementerian Negara,

5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2C10
tentang Pengangkatan Direkiur Jenderal Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Momor 36 Tahun 2010 tenlang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional,

7. Keputusan Menteri Pendidikan Masional Momor 234/0/2000 mengena
Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Fertimbangan Direkiur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidkan
Tinggi Momaor 1485/E2 212011 tanggal 22 Marat 2091,
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PENYELENGGARAAN  PROGRAM STUD! ILMU POLITIK {S1) PADA
UNIVERSITAS UDAYANA D) DENPASAR

Memberikan iin penyelenggaraan Program Studi iimu Poiilik jenjang
program Sarjana (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar.

Paling lambat tahun 2014 Universiias Udayana harus mamenubhs
persyaratan dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan
pada UU No 14 Tahun 2008,

liin penyelenggaraan program studi sebagammana dimaksud dalam Dikium
Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejsk tahun
akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Universitas Udayana waji: menyamgaikan laporan hasil penyelenggaraan
program studi selambat-lambatnya 1 (saiu) bulan terhitung sejak akhir
semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggr, dengan
menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk
dievaluasi.

Apabila Universitas Udayana tidak menyampaikan laooran hasil
penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan

Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajb
menandatangant surat pernyataan yang menyatakan hahwa yang
bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program siudi
sesual dengan ketentuan peraturan peruncdang-undangan dan berlanggung
jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyalakannya program
studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tanun
peEnyeengyaraan

ljin penyelenggaraan program studh sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama dan Oiktum Kedua dapat dipakai sebagar dasar permohonan
akreditasi BAN-FT;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

[itetapkan di Jakarta

nada langgal 8 Mer 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO
MIP 19530905 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional

Kepal; agi?n Hukum dan Kepegawaian
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Ani Nurdiani A.
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